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Sukabumi, 7 Desember20,6

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
DiJalan MeitIeka Baret, No. 6,
Jakarta - 10/10.

(ANGGOTA BpsK MBl. !PATEN SLIMBUl, ,I)

Perlhal: Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 20.4
Ten'ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20.4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Ternadap Undang-Undang Dasar

;B I"""'"'

Drill B, :PSK

Dengan Horntat,

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang hananda tangan dibawah ini, kami:---

I. Nama : Suhaelah, S. H. , MBA. ;

Warganegara
Pekertaan
A1amat

Telepon Selular
Email : 'ellilet

Seianjutnya disebut Pemohon I.

2. Nama

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 8 Februari 1971;

3

Owno*

Godi-I\\^. vi 2.0\'I
10-00 \A>\^

7<V

:Indonesia;--~
: Wiraswasta;--

I, ^-

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, ,5 November, 973;---

: Kampung Bojong Setra, RT. 0011RW, 001, Kelurahan
Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. -

Warganegara
pekedaan
A1amat

: 0812. ,048-0848;-
inait. coin;

Telepon Selular
Email

Selanjutnya disebut Pemohon 11.

: Reni Setiawati, S. H. ;

:Indonesia;
: Pengacara;-
:Kampung Bakti, RT. 0521RW. 001, Desa Cimahi,

Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi.
: 08154687-6406;
:reniand'an64 mail. co

ALAMAT:

Iaian Raya Cibolang KM. 7, No. 35, Telp. (0266) 220684,
CISaat, Sumbumi43152.

E-mail: b sk kab. sukabumi@vahoo. coin
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meIindungi, mencerdaskan, mensejahterahkan dan mendamaikan kehidupan
masyarakat".

Kuplet kalimat of atas memberikan pesan yang jelas bahwa hukum tidak
sekadar dijadikan sebagaiinstrumen formal kekuasaan yang inariipulatif, tetapi
hukum yang transformatif, meinbebaskan dart keterkungkungan dan kebuntuan
upaya jalan keluar dart kernelut permalasahan kasus yang terradi di masyarakat.
Hukum yang memberjinspirasi dan animasi penjiwaan roh chialan "Shirathal
Mustaqim" bagi semua pihak, Hukum yang tidak sekadar memainerkan "sin<us
hukum acara" dengan kutak-katik permainan pasal dan ayat dan ratusan
bahkan ribuan undang-undang dan peraturan organiknya.

Itulah isi normatifdan dokmn hukum yang dianut dan seharusnya dipejjuangkan
o1eh penegak hukum karena ha!itu seialan dengan tujuan dasar"cita Negara
kita sebagaimana ten<andung didalam ruinusan alinea ke-4 (empat) Reinbukaan
(Preambuie) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ---

Akan tetapi untok mewujud~nyatakan halitu, tidaklah inungkin hanya dilakoni
daiam satu dimensilinear, meta-yuris b^Iaka sebab Keadilan dan 1<6benaran
Hukum tidaklah hanya dipero!eh diruang Pengadilan!. Diperlukan juga Iembaga
lain yang mein 11iki kewenangan yustisia!.

Salah satu Iembaga yang berfungsi untok menangani dan menyelesaikan
Sengketa' kdhSUtneh' chinar' pengadilan ada!ah ~Badah Penyelesaiah 'Sengketa
Konsumen (BpsK). BpsK disebutjuga quasi peedilan yang meiniliki yuridiksi
khusus yang keberadaannya daian'I sistem hukum Indonesia beadasarkan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kedudukan BpsK adalah, Iembaga inaridirl secara teknis yustisial daiam
menyelenggarakan:proses"penanganan~dan penyeleSaian 'sengketa konSurtien
yang' beba's' dan'liengaiuh atall Campur tangait pihak inariapUri, balk'intorhal
inaupun ekstemal; namun-tidak-inaridiri-dan segi finansial. Hal inaria dialami
pula o1eh Badan, .Peradilan, inaridiri secara teknis yustisial tetapi tidak inaridiri
dan segifinansi^I.

Keberadaan BpsK sendiritelah banyak dimanfaatkan o1eh masyarakat sebab
penanganan dan penyelesaian sengketa of BpsK dilakukan dengan efisien,
cepat, biaya inurah dan profesional. Halini sangat berbeda apabila berperkara
di Pengadilan sebab sebagaimana kita ketahui bahwa beracara di Rengadilan
iru memilki prosedur dan mekanisme yang sangat kompleks dengan langka
waktu penyelesaian yang sangat panjang, kendatipun Mahkamah Agung telah
menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20.5 tentang Tata
Gala Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa sebagailembaga baru, tantangan bagi anggota BpsK begitu berat,
antara lain BpsK bukan sebagai pilihan hidup, perlindungan dan jaminan
keamanan tidak ada, sarana yang tidak memadai, perangkat peeturan
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.

perundang-undangan yang mendukungnya tidak Iengkap, kesejahteraan belum
dihargai, tidak adanya fasilitas dan kurangnya anggaran yang mendukung
kegiatan BpsK. Wa!au demikian, meski Kondisi-Kondisi of atas belum terwujud,
hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota BpsK untuk tidak
bemegang teguh pada kernumian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
sebagai penegak dan perilaga hukum dan keadilan dalam memberikan
permndungan kepada konsumen (masyarakat).

Harapan kami adalah ingin mewujudkan Iembaga BpsK jin sebagaitempat
yang teduh dan nyaman bagi perundungan masyarakat yang disusahkan,
ternercaya bagi mereka yang dimanipula^i, secara terhormat dan percaya din
bangkit dan keterpurukan bagi mereka yang menderita kasus, optirt!is penuh
gairah bagi mereka yang risau mencarijawaban atas masalah rumit,
pencerdasan .bagi mereka yang buntu pikiran, iaian lapang bagi mereka yang
sesak beinikir.

Kami pun menyadari, hal of atas iru belum dapat diresakan o1eh warga
masyarakat saatini. Pengalaman kamiselama hampir 3 (tiga)tahun menangani
dan menyelesaikan sengketa, seraya menye!lisuri setiap Desa dan Kecamatan
untuk meinperkenalkan BpsK, telah direkam ragam vanasi kisah perkara, inulai
dan yang sederhana penuh haru disertai seg'urnpal harapan sampaiyang paling
ruinit dengan melibatkan pemodal besar, . inulai dan pedagang cilok alias to hang
batso tusuk yang kesulitan dalam menutis atau petani sampeu alias singkong
an kesulitandalarh'inertibaca s^jin 'ai' en usaha 'an ritemilik~i'cUkU modalyang kesulitandalarh meritbaca s^impai'pengusaha yang memillki cukup modal

namun enggan beroerkara of Pengadi!an. Mereka pun menyampaikan bahwa
seiama ini"bagi kami, tempat untuk mengadu pun tidak tahu hanis kernana
lagi".

Untuk~'itulah, kehadirah 'BpsK sebagai ajtematif penilelesaian sengketa
KonsUtnen"dilUat'perlg'adjlati"akah'terns of Upayakan secara inaksimal' dan tetap '
beduang chialan "Shirathat Mustaqim' da!am memberikan tempat yang fedUh'
dan nyaman. bagi. semua pihak yang mendambakan keadilan sesuaitujuan dan
harapan kita bersama.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:-

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan
inI adalah:

I. Bahwa Pasa1 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tl:^.
Tahun 1945 (selanjutnya disebutUUD Tahun 1945), menyatakan bahwa:-
"Kekuasaan kehakiman dilakukan o1eh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradi!an yang of bawahnya daiam lingkungan peradilan urnum, lingkungan
peradi!an againa, lingkungan peradilan mittter, lingkungan peradilan tata 1';^4--
usaha Negara dan o1eh sebuah Mahkamah Konstitusi".

\
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2. Bahwa Pasa124C ayat(I) UUD Tahun 1945, menegaskan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi beMenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
ternadap Undang-Undang Dasar, meinutus sengketa kewenangan Iembaga
negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undang Dasar,
meinutus pembubaran partai po!itik dan meinutus perselisihan tentang hasil
pemilihan urnum".

3, Bahwa Pasa1 29 ayat (1) hurtif a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya bersifatfinal untuk:
a. menguji undang-undang ternadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa Pasal, O ayat (1) hurtif a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkatnah Kdhstitusi, (selanjutnya disebut~
UU MK), menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi beMenang mengadi!i pada tingkat pertaina dan
teraKhir yang putusannya belsifatfinal untuk:
a. menguji undang-undang ternadap -Undang-Undang Dasar Negara

-. ...... ... -. -.

5. Bahwa seiain itu, Pasa1 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

'IDalam hal suatu Undang-undang. diduga beF1entangan dengan Undang-
und^rig"Dasar ~Negiata RepUbliK .Indonesia 'T^hun 1945, ' pengujiannya
dilakukanbtI;^h Mahkathah KonStitusi"..;-L;:,:--------..-._-____L_L;'..:.

6. Bahwa yang_dinji dalam permohonan ini adalah Lampiran dart Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Angka
Romawit, huruf DD, Nomor 5. tentang Reinbagian Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan. Lampiran sendirl merupakan bagian yang tidak
torpisahkan dart Peraturan Rerundang-undangan. Hal inaria diregaskan
dalam Lampiran 11 angka 192 dalam Undang-undang Nomor, 2 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan

tentang Pembentukan Peraturan Rerundang~undangan mengatUr:.

sebagaiberikut:-------.---.-----..--____________________.__
"Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal'a^-
tersebut dinyatakan daiam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud
merupakan bagian yang tidak ternisahkan dan Peraturan Perundang-
undan an".---------_.____.___un an an ----------.____.____________________ _______

- 5 -
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7. Bahwa penegasan Lampiran dalam batang tubuh Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan daiam Pasat 15
ayat (1), yang betounyi:
"Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi sena Daerah kabuj3aten/kota tercantum daiam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dan Undang-undang ini".---

8. Bahwa Pasa15, ayat(3) UU MKmenyatakan sebagai berikut:
"Daiam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan denganjelas bahwa:---
a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. materi inuatan .dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap beltentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

dan/atau

Berpedoman pada dasar hukum of atas itu, inaka Mahkamah Konstitusi
(seianjutnya disebut Mahkamah) beMenang mein^:riksa, mengadili dan

Indonesia Tahun 1945",

meinutus permohonan ini.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon:

9. BahWa meinperhatikah Pas^I 51"ayat~(I)UU MK, yang mehyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
Konstitusionalnya dinigikan o1eh bertakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan ~perkemb'^rigan' masydtakat dan ' primsip Negata"Kesatuan

c. badan hukum publikatau privat; atatI~~--------~
RepUblik Indonesia'yang'dialuf dalarh'Unddtig-undang;

d. Iembaganegara.

40. Bahwa kernudian dalam Penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU MK tersebut

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" ada!ah hak-hak yang diatur
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",---

11. Bahwa Pasa1 51 ayat(,) UU MK tersebuttelah menentukan 2 (dua) kilteria
yang harus dipenuhi agar Pemohon meiniliki kedudukan hukum (legal

menegaskan:--

standing), yaitu:-
a, kualifikasi Pemohon apakah sebagai

Indonesia (termasuk kelompok orang yang meinpunyai kepentingan
sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 1'';+
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

\
peroiangan warga Negara

~ 6 -

^.



E.\^^=co
^t^
Po=co
^C.oC<6

.
>

,
co
+

' 
C

^
 a

<
o

^

^
Q

E
C

~
O

Q
.

c
o

 '
^Z

 ,^
-
^

c
o

c
 1

1
6

 r^
 =

 =
 0

.6
>

 It6
 1

9
 1

6
L

c
jN

' I ' .C
o

 C
o

 C
^
 C

^
. . 0

. .E
~

1
::<

 , C
 C

=
 C

F
~

^
 I

^ I E^^^^^^ , , ^0. ,^^ 1, ,,,^^^^ .^^:z ^ ^i^^., . IQ, '=^ ^^"'
;^;. ^^^ coo Q

-"^.^ ' =^:^:^ I'g;73 ,,:6j^L. = ^ ^.^ ,,-C
U

' ^^ ^ ^z c I
"" ' '^

^
;'^

! ^
"' '-^

^
^
=

5
_

 I0
E

\ 0
,0

^
 t^

, ^
 ^

^
 C

D
 ^

5
 d

^
; ^

.- ;g
 I

~ I -''i^""'Lr> ^:.- to'^^ .^= I. ,. - co. ^.^^77 ^^., ^_ -- ,CD ^. 8. .^ -;^ I
^ I-^""^^ c 1:2 ^ '^^' I ^ ^ ,, D ;^ 11^s = s, -^. z :c 77 _ ^^. t^ co , '^ I , CD. o. 0. .;^,^ i
C

G
 I co

o
 ;9

0
0

 D
Jc\I ^ ,^,^- ^ I , ^ co

 C
L

IJ:g
 ;8

0
^ C

o
 c^^ ^'; g

, ;^,^; co
 I

' ' '^ ' .- ,. ^; ^ ^ I 5
3

^ ^ * ^ I ^ ^ E
^ e

. ,.,@
; ^ z ^^ ,^z ,~

 I . ,, it^';^' ^:i^ '
I^ I ^-s ^ ^ ^ ^ ;^ ^ I ^, s^ ^ ^ , I z ^ E^ 9:1. :^ . z ;^:I_ g, ,,^=--I , ui^ ^ co:^: I
^ I^ E

 1
2

~
"a

--^ ' I O
 ro

c^E
^ IC

U
i^::^ E

 ^'=
 L

ID
Z

^L
L

1
~

 1
<

6
-9

 co
o

l^^ I.
^ i, ,^. qco, ^^ , I co^^ oc, , ,^<6^:10. ^!::i co co j^. I. ^-^C

G
 ,, co >

^ I" 1
6

 E
 o

1
^5

 I!; ' a
. . ^.{0

 .. =
'I ^; ..^ ^'E

!=
 ,, c

 o
. E

 c
o

 '^;s
 >

^^ E
 ,

^ I 8'CG ^.@
>.^<25 ;^. ;g^,,,.. 0 o31.0- ^ <6, .^ E ,^^^It> ID-:^:^ = E E Ig

^ IZ = ^'^ g;^ I^'~@
; O

 co j "' ' ~"'1;^ ' ^;D
C

 ^.' '' E to'~ . C
o, C

o
^, IC

U
 =^" ,\ =,^ I_-,, coz , ,,,, ;^,,: d>^0 ^ o<6 I^ ^ co^""',

E ^ ^ ^^; 0 '~ C ^9 I ^; ^^..^ 8. I. ,5 "'^; 191^;^0 "^ LLi ^';^ :^ I ^ >^; ^ ^'^ ^
^ I ;^ ^: ^; o L. : t6 '= .^'.;^ " ,:^ ;^.. I. ,^. 63- ,, co. ^.,, ,, .^! E ^, , I ^ ,^:. E , ^ ;g ^
'0 81 t^ ro'^ 0^< co " ;g, c:-;= 8^"'-EQ

^: Q
inC

 ^LLi' C
G

 .}^ co I ^ e 15:' ' = 8;
I ^'C

G
c0

0
>

1
6

 E
 O

E
 I co

 'co
. t6

 C
, ^q

. 1
0

 C
 --0

. .^ E
 =

: ^ E
Q

 ^;.,, ^ co
= I ;g co- CF 0 ^ o. 1 ^--^;:^ co-=:^1, ,t, : ^,,:!:^' :^; E CG

 ^;. DJ\ cal, ,! ^ 0 ;g, Q
o I ;9 c: c , o co ^I I ;z .as ;5;" ^ '^;:0- ;9 t, : E!,-^ L. .-co ^ ^ > ^;":^: ;^ a. ;:! 19 ,,: a ^
c ^ ;^,!^,-:.,^ N

 Z
 ^) t6 co ^ , ,.^;,,^ coq j^ ';^ E

. C
G

 o^ ' ,, fu ^ ^ co co o -;^ E
 ^"'

E
 I 8

. .^; co
 =

 co
^ I ,^ co

 C
U

Is, '<
u

 E
C

 ^ 0
-^:;e

-^ ^ ' '^ id
'^'~

"^ ^
co a .I= P

. ^ E
; C

" 'o I. ^'^ c = 0 0,1'0. ^ c ^ '^'^ t^ I- .!!! co >Q
. ^I ^ ^ ^; Q

. :D
;g

 ^ ^ ^'~
 ' to

 ^'^' " '~
 co

q
. ^ 0

 " =
 to

. ^;^t6
;^; ^ 0

 0
 E

 8
; ' 'L

C
>

 ^ ;^^"'
I ICU ;^CDD-^; 0>' EQ-^ =^.= E ,^ 0 - ^ ^;;gild co^' ,Z ,S9 <6 0 .' ' "
^ .I. ^ co ^ , co co .^ 5 = ,= ;^ ^ ^ 8'$g c o. .,,: 0. ^! co <., ;^,,^; to ~ co c o. ^ g, g, E

 :;=.
^ ,,, E , ^ co -^ .^ ,, In a<,,- = , co c-^:;g ^^ E = ;^I^ co ;^ ^^ g;^ ^ I^^ ^ = r= E ts

^ ;g
 ^ ^ 0

^ ^ E
 ^^>

- ^ ' ^ ^ ., D
J^ ^ u

j8
;:p

 ^ ^;.^ . ^ ^; ^ ^; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ;g
. ^;

c
a
d
D

-
-
^
P

a
t
U

U
>

^
a
_
c
o
^
>

<
^
,
:
D

.
 
.
^
^
>

,
 
'

0
0

0
0

C
U

 
^

^
 I^

 O
'l

E
 tu

'^

~ CD. _ o I
c
o
.
 
=

,.. =
 i^^ E

 I
^; c^ ,;; co I
co

 .>
 <

0
 Q

.
^
0

^
<

 I
o1^ E

C
 !

' co ^. 9 I
>

'^
a

 ^
 I

,
 
^
 
:
I
-
,

_
<

6
 ^

c
o
 ,,,<

6
 c

 I.
c: ;g ' ^ 151
O

.
 
=

c
o
 
c

^
 0

. D
 . c

o
c
 
C

G
^

,u
 =

 '=
' C

o
 g

 <
6
 0

)
p

 \ c
o

 . c
' " D

J
 c

o
 <

6
o

. 0
 0

1
^
 ,

c
o
=

 =
 c

o
c

I. C
 o

. c
o
 \ =

,
-

^
 
,
^

^

N,
.

:^!
^I, ^--

I
\



.

.

13. Bahwa mengenai to10k ukur kerugian Konstitusional, Mahkamah telah
memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang
timbul akibat berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk dinji,
haruslah ternenuhi 5 (Iima) syarat yang bersifat kumulatif sebagaimaha
chielaskan dalam Putusan Mahkamah, Perkara Nomor 0061PUU-1/1/2005,
tangga1 3t Mei 2005 dan Rufusan Mahkamah, Perkara Nomor 111PUU-
V/2007, tangga120 September 2007, yaitu:
a. adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberi!<an o1eh UUD Tahun

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap o1eh Pemohon
telah dirugikan o1eh suatu undang-undang yang dinji;-^-"-~-------

c. bahwa kerugian konstitusiona! pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut

I945;

d. adanya hubungan sebab akibat toausa/ verband) antara kerugian dan
penalaren yang wajar dapat dipastikan akan tetiadi;

e. adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan inaka
kerugian konstitusional yang didaji!kan tidak akan atau tidak lagitejjadi. -

14. Bahwa mengacu pada 5 (Iima) to10k ukur kerugian Konstitusional yang telah
direntukan Mahkamah meIalui Putusan Nomor 0061PUU-1/1/2005, tangga1 31
Mei 2005 dan Putusan Nomorll/PUU-V/2007, tangga1 20 September 2007
tersebut, inaka Para Pemohon mein11iki kedudukan hukum (legal standing)

berlakunya undang-undang yang dimohonkan untokdiuji;

untok mengajukan permohonan liti, bl^h kai'eha:~

a. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara meini!iki hak-hak
konstitusional yang diatur daiam UUD Tahun, yaitu hak "untuk
mendapatkan' pengaKuan dan perlakuan .yang adjl sebagai konsekuensi
dan dinyatakannya _N. egara Indonesia .ad^I^h'negara hukum, .haK "untiJk-.. ... ..

memainkan dinny:^ qa!am mein perillangkan. baisriya. sec^ra kolektif untuk
meinbangun .masyarakat, bangsa, dan negaranya",~dan hak "atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl sena
perlakuan yang samadihadapan hukum" sebagaimana ditegaskan daiam
Pasal, ayat(3), Pasa1 28C ayat(2) dan Pasa1 280 ayat(I).

b. Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan daiam angka
13. , huruf a di atas telah dinigikan dengan diberlakukannya lampiran
suatu un'dang-undang yang sedang diuji, aquo Lampiran Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentsng Pemerintahan Daerah, pada Angka
Romawil, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Perdagangan, yang disebutkan PelaKsanaan perlindungan
Konsumen menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Bunyi
seiengkapnya dan !ampiran yang dinjitersebut adalah:

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
L

NO SUB PEMERINTAH

- 8 -

DAERAH

I

'^a-

DAERAH 11^I

^,,



. .

URUSAN

5, Standardisasi

dan

Perlindungan
Konsumen

2

PUSAT

Penyelenggaraan,
pengendalian dan
evaluasi

perlindungan
konsumen,
standardisasi, dan
inutu barang, sena
pengawasan

bareng beredar

dan/atau jasa of
seiuruh .wilayah
Republik
Indonesia.

3

PROVINSl

Febksanaan

erlindun an

4

konsumen

pengujian inuru
bareng, dan

pengawasan

barang beredar
dan/atau jasa
di seluruh

Daerah

kabupaten/kota.

1<ABUPATEN

IKOTA

Penyelenggaraan,
pengendalian, dan
evaluasi metrologi
legal of seluruh
wilayah Republik
Indonesia.

Pelaksanaan

metro!o9i
legal berupa
tera, tera

danulang
pengawasan.

5

c. Kerugian hak Konstitusioriai Para .Pemohon tersebut bersifat spesifik
(khusus) dan actual dan juga. bersil^t potensial yang-menurut-penalaran -
yang wajar dapatdipastikan akan telladij-hal inaria dapat of^Iaskan o1eh

Penyelenggaraan
metro!ogi legal

rangkadalarri

Penanganan
khusus.

Para Pemohon sebagai berikut:
I) Bunyi Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 20.4 tentsng

Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawil, huruf DD, Nomor 5.
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, 'yang
disebutkan

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, telah ditaf^irkan bahwa
pelaksanaan perlindungan Konsumen termasuk juga didalamnya
adalah anggaran/biaya pelaksanaan tugas BpsK dan o1eh
karenanya, penganggaran BpsK yang dahulu menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diambil alih menjadi menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dinyatakan inulai!age,

Pelaksanaan

2) Pengambil-ajihan kewenangan penganggaran BpsK o1eh Pemerintah
Daerah Provinsi beadasarkan hasil penafsiran itu berakibat

berlaku penganggarannya seiak butan Oktober20,6;

erlindun an konsumen menjadi

- 9 -

pada I^!
pada {,,,.,.
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Perdagangan
konsumen yang telah ditafsirkan termasuK didalamnya anggaran
pelaksanaan tugas BpsK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsiterus dibiarkan atau tidak diluruskan o1eh Mahkamah sebagai
tafsir konstitusi satu"satunya, inaka berpotensi meIahirkan tidak
adanya jaminan dan ketidak-pastian hukum bagi Para Pemohon
daiam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat
Kabupaten Sukabumi yang mendambakan penye!esaian sengketa

khusus

d. Berdasar uraian of atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian Pare Pemohon dengan berlakunya Lampiian~
Undang-undang Nomor 23 Tahun 20.4 tentang Pemerintahan Dae!ah,
pada Angka Romawil, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dimohonkan untuk dinji daiam
permohonan jin karena pemberlakuan tersebuttelah menyebabkan hak
konstitusional Para Pemohon "untuk mein^jukan dinnya daiam
meinpertuangkan haknya secara koiektif untok meinbangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya", dan hak konstitusional"atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl serta perlakuan

sepertiBPSK----

mengenai Pelaksanaan

yang sama dihadapan hukum"telah dirugikan.

e. Daiam hal permohonan ini dikabulkan, inaka jelas sudah objek
permohonan yang diujiitu tidak berlaku lagi atau direrapkan kepada Para
Pemohon sehingga hak Konstitusional Paid Pemohon tidakdirugikan'lagi
karena ketentuan yang diujitersebut akan dinyatakan tidak mein punyai

erlindun an

15. Bahwa beadasarkan apa yang 'diuraikan _di atas. itu, mein but<tikan .I>ahwa
Para Pemohon memillki kedudukan -hukum (legal standing).. sebagai
Pemohon pengujian Undang-undang-dalam perkara aqu0. ' 01eh'karena itu;,'
Para Pem6hon memohon kepada'Yang Mu!ia Maielis Hakim. -Konstitusi, - -
kiranya menyatakan bahwa Para Pemohon meinitiki kedudukan hukum

kekuatan mengikat o1eh Mahkamah.

D. Alasan^Iasan Pennohonan Uji Materil:

(legal standing) dalam memohon pengujian Undang-undang ini.

16. Bahwa Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan daiam Pasal I ayat (3)
UUD Tahun 1945 adalah negara hukum. Ini mengandung arti bahwa
Negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan Iembaga-Iembaga Negara
yang lain datam meIaksanakan tindakan apapun harus dilandasi o1eh
hukum. Seiain itu, harus pula dimaknai bahwa Negara hukum disini
bukantah sekadar bemeran sebagai"penjaga malam" untuk menjaga
iangan sariipaitedadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum

atau mengutamakan ketenteraman dan ketertiban, melainkan heridak (1)^^,
menciptakan kesejahteraan SOSial bagirakyatnya sesuaidan seialan dengan

(;^Ipokok-pokok pikiran yang tentandung daiam Reinbukaan (Preambule) UUD

-,, - ^^



Tahun 1945 sebagai penNujudan cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai
Batang Tubuh UUD Tahun 1945 dan huKum dasar yang tidak tenulis.
Dengan kata lain, sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah termuat
daiam Putusan Nomor 341PUU-XII20t3, tangga1 6 Maret 2014, halaman 84,
angka 2. , yakni"Prtnsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945
meletakkan suatu prtnsip bahwa setiap orang meiniliki hak asasi (HAM),
yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk of daiamnya
negara, untok menghormatinya".

17. Bahwa hal pokok lain yang sangat penting adalah sistem Konstitusional,
Da!am haiini pemerintahan chiatankan berdasarkan hukum dasar (sistem
konstitusional) dan tidak bersifat absolutisme. Pemyataan ini menegaskan
bahwa kekuasaan-kekuasaan aparatur Negara dan aparatur pemerintahan
daiam penyeienggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia hanis
bersumber pada UUD Tahun 1945 atau pada Undang-undang sebagai
aturan yang menyelenggarakan UUD Tahun 1945.

18. Bahwa o1eh karenanya, apabila kekuasaan-Kekuasaan aparatur Negara dan
aparatur pemerintahan daiam penye!enggaraan pemerintahan bersumber
pada UUD Tahun ,945 atau pada Undang-undang se!>agai. atunan yang
menyelenggarakan UUD Tahun 1945, inaka menurut hemat Para Reinohon,
hak konstitusional"untuk memaiukan dinnya dalam meinpertuangkan
haknya secara koiektif untuk inertibangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya", dan hak konstitusional"alas pengakuan, jaminan, perilndungan,
dan kepastian hukum yang adjl serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum" yang kaidah konstitusionalnya dialur daiam Pasa1 28C ayat(2) dan
Pasa1 280 ayat(I) akan ternujud jika Lampiran Undang-undang Nomor 23

--Tahun 2014 tentang Pemetintahan Daerah, pada Angka Romawi-I; hurtif
DD, Nomor 5. ' tentang Pembagian Urusan ~Reinenntahan Bidang
Perdagangan tid^k meiniliki inakna ambigu, tidak jelas, 'dan/atau belsifat
multitatsir. Burlyi seiengkapnya dan lampiran yang meiniliki inakna ambigu; ~~
tidak leias, dan/atau bersi'I'at multitafsirteisebut adalah:

PEMBAGIANDD. URUSAN

PERDAGANGAN

NO SUB

URUSAN

5. Standardisasi

dan

Perlindungan
Konsumen

2

PEMERINTAH

PUSAT

Penyelenggaraan,
pengendalian dan
evaluasi

perlndungan
konsumen,
standardisasi, dan

PEMERINTAHAN

3

DAERAH

PROWNSl

Pelaksanaan

BIDANG

erlindun an

4

konsumen

DAERAH

KABUPATEN/

KOTA

pengujian inutu
danbarang,

pengawasan

-, 2-

Pelaksanaan

metrologi
legal berupa
tera, tera

danu!ang
pengawasan.

5

I^z^!.
I':,.,^
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inutu barang, serta
pengawasan

beredarbarang
dan/atau jasa of

wilayahseluruh

Republik
Indonesia.

Penye!enggaraan,
pengendalian, dan
evaluasi metrologi
legal di seluruh
wilayah Republik
Indonesia.

bareng beredar
dan/atau jasa
di seluruh

Daeiah

kabupaten/kata.

19. Bahwa dalam kedudukan sebagai pengawa! Konstitusi, Mahkamah juga
beinak memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat
dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan
nilai-nilai konstitusi yang hidup of dalam kehid. upan masyarakat (the living of
constitution). Tafsir Mahkamah terhadap Konstitusionalitas yang terdapat
daiam ayat, pasal atau .bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir
satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang meini!iki kekuatan
hukum, sehingga dalam halterdapat ayat, . pasal atau bagian undang-undang
yang--meiniliki inakna ambigu, tidak jelas, dan/atau-multi tarsir dapat- pula- - --
dimintakan penafsirannya kepada Mahkamaji. Dalam seium!ah perkara
pengujian undang;undang, Mahkamah telah'beberapa kali menyatakan
sebuah. bagian dan undang-undang konstitusional belsyarat (conditionally"'~~~ ~
constitutional sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan
Mahkamah atau sebaliknya, tidak Konstitusionaljika tidak diartikan sesuai
dengan penafsiran Mahkamah, aquo Lampiran Undang-undang Nomor 23
Tahun 20.4 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawil, hurt!f
DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Penyelenggaraan
metrotogi legal
daiam rangka
penanganan

khusus.

Perdagangan, khusus mengenai Pelaksanaan
yang telah ditafsirkan termasuk didatamnya an99aran pelaksanaan tugas
BpsK menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

20. Bahwa kehadiran BpsK sendirt dimulai seiak diundangkannya Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (se!anjutnya
disebut UupK/Bukti P-7), dimana negara telah mengamanatkan kepada
pemerintah untuk meinbentuk BpsK di daerah tingkat kabupaten/kota {vide g;^.
Pasa! 49 ayat (1) Uuplq-. Tujuan dan pembentukan BpsK sebagai salah I;^, t

erlindun an konsumen
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satu alternatif penyelesaian sengketa alluar pengadilan adalah untuk
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen yang efisien, cepat, inureh dan profesional.

24. Bahwa setolah Iembaga BpsK disosialisasikan kepada masyarakat,
kernudian Iembaga ini sangat diharapkan dan kenyataannya banyak
dimanfaatkan o1eh masyarakat dalam penyelesaian perkara, o1eh -karena
BpsK Iebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,
khususnya masyarakat yang bell<apasitas sebagai konsumen dalam
meinakai, menggunakan dan/atau meinarifaatkan barang dan jasa yang
beredar di masyarakat, dalam ha! barang dan jasa yang beredar itu tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, penyelesaian
perkara of BpsK meiniliki ketebihan dibanding penyelesaian perkata of
badan peradilan sebagaimana diuraikan of bawah ini, yaitu sebagai berikut:-
a. efisien, yaitu proses penyelesaian of BpsK sangat sederhana. Dalam hal

ini hanya mengenal gugatan, jawaban disertai alat bukti yang
relevan/diberi keleluasaan bagi para pihak untuk meinbuktikan gugatan
dan/ataujawaban tanpa mengesampingkan beban pembuktian ada pada
pelaku usaha. selain itu, penyelesaiannya Iebih mengutamaKan
musyawarah (win-win solution) t^rip^ mengesampingkan prtnsip-prtnsip
keadilan dan keseimbangan daiam perspektif perlndungan konsumen

b. cepat, yaitu paling lambat 24 (dua puluh satu) han keria setolah gugatan
direrima dengan benar dan Iehgkap, harus telah diputus sehingga

menurut UupK;

c. inurah, yaitu penyeleSai. an tanpa dipungut biaya. biaya-biaya dimaksud
adalah biaya administrasi, biaya pelaksanaan panggilan, biaya
pemeriksaan. lapangan, biaya materai akta perdamaian, biaya redaksi

penyelesaian perkaranya tidak menjadi berlarut-Iarut;

d. 'profesional, yaitu anggota-anggota yang terlibat' di BpsK themillki
sensitivitas dan kepeduiian (concerned) daiam menegakkan

putusan, , dan' biaya pemberitahuan putusan.

22. Bahwa Kabupaten Sukabumi adalah Kabupaten tenuas of pulau Jawa dan
Bali dengan Iuas wilayah 4,162 km2 (empat ribu seratus enam pu!uh dua
kilometer persegi) atau 41.21% (sebelas koma dua puluh satu prosen) dan
Iuas Jawa Barat atau 3.01% (tiga koma not satu prosen) dan luas Pulau
Jawa dengan pemerintahan meliputi 47 (empat puluh tujuh) kecamatan
tordirl atas 5 (Iima) keturahan dan 381 (tiga ratus dejapan puluh satu) desa
dengan 3709 (tiga ribu tujuh ratus sembilan) RW dan 14,205 (empat belas
ribu dua ratus Iima) RT. Dan 386 (tiga ratus dejapan pu!uh delapan)
Keiurahan dan desa yang ada, wi!ayah yang dikategorikan masuk perkotaan
sebanyak 67 (enam puluh tujuh) desa/keturahan dan sisanya, yaitu 319 (tiga

perlindurlgan kepada konsumen (masyarakat).

ratus sembilan belas) desa inertipakan kategori perdesaan.
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Dengan peta geografis dan pemerintahan sedemikian itu, inaka untuk Iebih
memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyaraKat, Pemerintah
Kabupaten Sukabumitelah memberikan perilatian yang cukup baik bagi
penganggaran pelaksanaan tugas BpsK dengan penganggaran menempati
perlngkat terbesar ke-I (satu) se-Indonesia termasuk akan direncanakan
pembangunan gedung BpsK. Akan tetapi, seiak berlakunya Undang-undang
Nomor 23 Tahun 20.4 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampirannya
pada Angka Romawil, huruf DD, Nomor 5. tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan, khusus mengenai Pelaksanaan
erlindun an konsumen yang telah ditafsirkan termasuk didalamnya

penganggaran pelaksanaan tugas BpsK diambil ajih atau menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

23. Bahwa pengambii-alihan kewenangan penganggaran pelaksanaan tugas
BpsK o1eh Pemerintah Daerah Provinsitersebut dengan mengacu pada
Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pada Angka Romawil, hurtif DD, Nomor 5. tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, khusus mengenai
"Pelaksanaan erlindun an konsumen". Ha! inaria beadasarkan hasil

penaf^iron o1eh Kernenterian Daiam Negeri Republik Indonesia,
Kernenterian Perdagangan Republik Indonesia, Kernenterian Keuangan
Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia. Hasil penafSiran tersebut, kernudian ditindaktanjuti
dengan Surat Mentori Daiam Negeri Not'12017'0191SJ, tangg^I 21 Desertib6f
2015 yang dikirimkan kepada Mentori Sekretaris Kabinet, yang menyatakan
bahwa pelaksanaan Perlindungan Konsumen dapat dianggarkan daiam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah Provinsi yang secara
fungsionalterl<ait dengan Perlindungan Konsumen dan pendanaan BpsK di-
Kabupaten/Kota 'danat dianggarkan dalam APBD Pertietintah Provinsi
daiam' bentuk, belanja hibah. 01eh karena iru, seiak bUlati' Oktbbet 2016, '~
pendanaatt BpsK'diambi1 o1eh Pemerintah Provinsi, (Bilkti P-8).

24. Bahwa penafsiran o1eh Iembaga-Iembaga sebagaimana dalam angka 23. of
atas, bertentangan dengan inaksud dan tujuan dibentuknya UupK termasuk
didalamnya mewajibkan kepada Pemerintah untuk meinbentuk BpsK of
Kabupaten atau Kota (Daerah Tingkatll) dengan anggaran dibebankan pada
Pemerintah 1<abupaten atau Kota, dimana BpsK Kabupaten Sukabumi
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun
2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada
Pemerintah Kata Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor,
Kota Kediri, Kota Mataram, Kata Palangkaraya dan Pada Kabupaten
Kupang, Kabupaten Belitung, I^^^^L Kabupaten Bulungan,
Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Kernering Ulu dan Kabupaten
Jeneponto, (Bukti P-9).
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25. Bahwa akibat dan pengambil-a!ihan kewenangan penganggaran BpsK o1eh
Pemerintah Daerah Provinsi, keadaan yang dialami BpsK Kabupaten
Sukabumi saatini adalah:

a. Kebijakan yang telah diretapkan BpsK Kabupaten Sukabumi dengan
dukungan penuh dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk Iebih
melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi sampai kepesolok-pesolok
desa tidak dapat allaksanakan lagi sehingga pelayanan hukum yang
diidamkan masyaiakat dan seiama jin diberikan kepada masyarakat

b. BpsKtidak dapatlagi menerima pengaduan masyarakat untok ditangani
dan diselesaikan karena anggaran bulan Oktober 2016 yang dibebankan
kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak direalisasikan. Bahkan
operasional BpsK pada butan November 2016 dan bulan Desertiber

menjaditerhenti;-

c. BpsK tidak dapat lagi meIaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan amariah UupKsehingga masyarakat Kab. upaten Sukabumitetap
menjadi kotoan dart peredaran barang dan/atau jasa, terlebih pula

2016 untuk sementara dihentikan;

26. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumilebih mengenal masyarakat dan
daerahnya sehingga pengambil-ajihan kewenangan anggaran/biaya itu juga
mengakibatkan pengelolaan inariajemen pelayanan kepada masyarakat
menjadi sia-sia dan tidak berkelanjut^n sehingga sangat menghambat
pembangunan huKum bagi masyarakat St^bagdi salah satu' pondaSi'
penegakan Hak Asasi inariusia. Para Pemohon tidak dapat lagi
meIaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan datam
Pasa1 52 UupK sehingga hak masyarakat Lintuk mendapatkan akses
kepada keadilan (access to justice) menjaditerabaikan. -=;:,-,------------,

' 27. Bahwa beadaSarkan uraian di atas itu, agar pelayanan kepad6itrlasydrakdt
dapat'-terns dilakukan dan hak masyaraKat untuk mendapatkan akses
kep^da keadilan (access to justibe) tidak terabaikan, yang kesemua iru
dijamin o1eh Pasal, ayat(3) UUD Tahun 1945, Pasa1 28C ayat (2) UUD
Tahun 1945 dan Pasa1280 ayat(,) UUD Tahun 1945, inaka Para Pemohon
memohon kepada Mahkamah agar Lampiran Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawil, hurt!f
Do, Nomor 5, tentsng Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan, yang disebutkan Pelaksanaan perlindungan konsumen
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan telah ditafsirkan
termasuk didalamnya anggaran/biaya pelaksanaan tugas BpsK menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi bertentangan dengan UUD Tahun
1945 dan tidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan Konsumen, yakni BpsK
termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah^^g
kabupaten/1<0ta dan kewenangan pemerintah daerah

dengan diberlakukannya masyarakat ekonomiASEAN.

Provinsi DKI Jakarta.
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E. Petitum:

Berdasarkan segala uraian yang disampaikan of atas, didukung dengan bukti-
bukti yang dapat diper!anggung-jawabkan secara hukum, Para Reinohon (3
SRI*<ANDI BpsK) inohon kepada Yang Mulia Maielis Hakim Konstitusi untuk
memberikan putusan sebagai betikut:

I, Mengabulkan permohonan Para Pemohon untukseluruhnya;

2. Menyatakan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada Angka Romawi!, huntf DD, Nomor 5. tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan
Pelaksanaan perilndungan Konsumen menjadi kewenangan Pemerihtah
Daerah Provinsi dan telah ditafsirkan termasuK didalamnya anggaran/biaya
pelaksanaan tugas BpsK menjadi kewenangan Reinenntah Daerah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan
UUD Tahun a945 sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan
perlndungan konsumen, yakni BpsK termasuk penganggarannya adalah
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan
pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta;

3. Menyatakan Lampiran Undang"undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada Angka I^omawil, huruf DD, Nomor 5. tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, yang disebutkan
Pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah. Provinsi. dan telah' ditatsirkan termasuk didalamnya anggaran/biaya
pelaksanaan tugas BpsK. menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
(Lerhbairan Negdra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tatnbahan
Lentbaran Negar^' Republik Indonesia Nomor 5587) tidak meritpUriyai

-kekuatan hUkum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan
pelaksanaan. perlindungan Konsumen, yakni BpsK termasuk
penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuK Provinsi DKl
Jakarta;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Mahkamah bemendapat lain, inohonlah Rufusan yang seadil-adjlnya
(exaequo at bono).
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Demikian permohonan pengujian disampaikan. Atas terkabulnya permohonan
pengujian inI, Para Pemohon (3 SRIKAND! BpsK) mengucapkan tenma kasih.
Semoga Yang Mulia Maielis Hakim Konstitusi mendapat Petunjuk dan Tuhan Yang
Maha Esa. ----------------------------------------------------

Hormat kami,
Para Pemohon (3 SRIKAND! BpsK),

Suhaelah, S. H. , MBA.

Reni Setiawati, S. H.

.

*

Susi

^

artia, S. H.
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